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ABSTRAK 
 

Case of child abuse that committed by the nearest people with the children is a concerned 
condition. The environment and people around the children should teach, protect, educate and direct them 
to grow up and develop into a good child. In fact, the immediate environment like parents or family and 
teacher even become the parties who damage the mental and future of the children throught the unlaws act. 
This case is a form of human rights violation. It is not only to seize the unsurpation of security and protection 
but a victim also lose the right to live a physical and spiritual life, the rights to be free from torture or 
degrading treatment of human dignity and even loss their rights to life. 

Based on this case, the government conducted a criminal law policy through the provisions of the 
formulation of issuing government regulation in lieu of Law number 1 of 2016 which was then  agreed by 
the legislative into the Law number 17 of 2016 which regulates the act of chemical castration for pedophile. 
Chemical castration is done by inserting antiandrogen chemicals, pills or injections into a person's body to 
weaken the hormone testosterone. Simply, the chemicals that are inserted into the body will reduce even 
eliminate libido or sexual desire. 

Research method of descriptive analytical reveals the legislation relating to legal theory become 
object of research. In doing these descriptive research steps need to be applied problem  approach so the 
problem to be studied become more clear and firmly. The approach of the problem is done through a 
normative juridical way which is a study that refers to the appropriate legal norms or related to the laws 
and regulations, court decisions and legal norms that exist in the community. In normative legal research, 
the data used is secondary data. Secondary data were obtained by conducting research on primary legal 
materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. 

Chemical castration actions regulated in the provisions of law number 17 of 2016 is a form of 
punishment that is not in accordance with the criminal law policy in Indonesia, which criminal law policy 
in Indonesia is based on the provisions of Pancasila and the 1945 constitution. Chemical castration actions 
formulated in Article 81 paragraph (7)  can be said is not in accordance with the values of Pancasila 
especially the first principle, a divinity that is an ultimate unity and the second principle, a just and civilized 
humanity. 
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ABSTRAK 
 Kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat dengan anak merupakan 
kondisi yang memprihatinkan. Lingkungan dan orang-orang di sekitar anak harus mendidik, melindungi, 
mendidik dan mengarahkan mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. Bahkan, 
lingkungan terdekat seperti orang tua atau keluarga dan guru malah menjadi pihak yang merusak mental 
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dan masa depan anak melalui perbuatan melawan hukum. Kasus ini merupakan salah satu bentuk 
pelanggaran HAM. Bukan hanya untuk merebut rasa aman dan perlindungan yang tiada bandingnya tetapi 
seorang korban juga kehilangan hak untuk hidup lahir dan batin, hak untuk bebas dari penyiksaan atau 
perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan bahkan kehilangan hak untuk hidup. 
 Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melakukan kebijakan hukum pidana melalui ketentuan 
rumusan penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 yang kemudian 
disepakati oleh legislatif menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 yang mengatur tentang perbuatan 
bahan kimia. kebiri bagi pedofil. Kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan bahan kimia 
antiandrogen, pil atau suntikan ke dalam tubuh seseorang untuk melemahkan hormon testosteron. 
Sederhananya, bahan kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh akan mengurangi bahkan menghilangkan 
libido atau hasrat seksual. 
 Metode penelitian deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan teori hukum menjadi objek penelitian. Dalam melakukan penelitian deskriptif langkah-
langkah tersebut perlu diterapkan pendekatan masalah agar masalah yang akan diteliti menjadi lebih jelas 
dan tegas. Pendekatan masalah dilakukan melalui cara yuridis normatif yaitu kajian yang mengacu pada 
norma hukum yang sesuai atau berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan 
norma hukum yang ada di masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data 
sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
 Tindakan kebiri kimia yang diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 17 tahun 2016 
merupakan bentuk pemidanaan yang tidak sesuai dengan kebijakan hukum pidana di Indonesia, dimana 
kebijakan hukum pidana di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pancasila dan UUD 1945. Tindakan kebiri 
kimia yang dirumuskan dalam Pasal 81 ayat (7) dapat dikatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 
terutama sila pertama, ketuhanan yang merupakan kesatuan hakiki dan sila kedua, kemanusiaan yang adil 
dan beradab. 
Kata Kunci : Hukuman, Kebiri Kimia, Kebijakan Pidana 
 

 PENDAHULUAN 
 
 Kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami anak sebagai korban yang 
dilakukan oleh orang-orang terdekat anak merupakan kondisi yang memprihatinkan, yang 
mana seharusnya lingkungan terdekat anak mengajarkan, melindungi, mendidik dan 
mengarahkan anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi perilaku anak yang baik. 
Akan tetapi, sebaliknya lingkungan terdekat anak seperti orang tua, individu yang berada 
dalam keluarga anak, guru menjadi pihak-pihak yang merusak mental dan masa depan 
anak melalui tindakan yang melanggar hukum tersebut. Melihat banyaknya 
penyelewengan yang terjadi terhadap hak atas anak, seperti terjadinya kasus kekerasan 
seksual terhadap anak sebagai korban, sudah seharusnya masyarakat dan Negara 
memberikan pengawasan dan perlidungan terhadap anak. Sebagaimana Arif Gosita 
berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat 
melaksanakan hak dan kewajibannya.1 
 Bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui kebijakan hukum pidana dalam 
hal kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini adalah dengan memberikan 
tindakan kebiri kimia sebagai upaya hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku. 
Kebiri disebut juga pengebirian atau kastrasi adalah tindakan bedah dan/atau 
menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan 
atau fungsi ovarium pada betina dan pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan 
ataupun manusia. Pengebirian dapat dilakukan secara fisik, selain itu pengebirian dapat 
                                                             

1 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1989), hal. 52.  
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dilakukan secara kimiawi yaitu secara teknis. Kebiri kimia dilakukan dengan 
memasukkan bahan kimia antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh 
seseorang untuk memperlemah hormone testosterone. Secara sederhana, zat kimia yang 
dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau 
hasrat seksual.2 
 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan 
penelitian tentang  Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan 
Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan teori hukum menjadi objek penelitian. Dalam melakukan penelitian deskriptif 
langkah-langkah tersebut perlu diterapkan pendekatan masalah agar masalah yang akan diteliti 
menjadi lebih jelas dan tegas. Pendekatan masalah dilakukan melalui cara yuridis normatif yaitu 
kajian yang mengacu pada norma hukum yang sesuai atau berkaitan dengan peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan dan norma hukum yang ada di masyarakat. Dalam penelitian 
hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan 
melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tersier. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Formulasi Hukum Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan 

Seksual pada Anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 
A. Latar Belakang Lahirnya Kebijakan Tindakan Kebiri Kimia 

 
            Kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana sebagai salah satu sarana untuk 

menanggulangi kejahatan, merupakan salah satu pemilihan dari beberapa alternatif. 
Kebijakan untuk menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari penanggulangan 
kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kondisi demikian, maka merupakan kewajiban 
Negara untuk melindungi dan membuat sejahtera masyarakat terutama dari 
kemungkinan terjadinya gangguan akibat tindak pidana yang terjadi.3 

       Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2016  merupakan kebijakan Pemerintah yang dalam hal ini Presiden dalam 
menanggapi maraknya kasus atau kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. 
PERPPU No. 1 Tahun 2016 tersebut telah disepakati bersama oleh anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi suatu undang-undang, yang dalam hal ini Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016. 

Pertimbangan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak adalah karena kekerasan seksual terhadap anak 
semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, 
merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa 

                                                             
2  Majalah Hukum Varia Peradilan, (Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2015, Hal. 49 
3Jurnal Bina Adhyaksa, Hukuman Kebiri dan Penegakan Hukum di Indonesia,  

https://ojs.kejaksaan.go.id/index.php/binaadhyaksa/article/view/148, diakses pada tanggal 01 Mei 2017. 
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kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah 
memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap 
anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif 
terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.4 

 
B. Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Kepada Pelaku Kekerasan 

Seksual Terhadap Anak 
 

Sanksi atau hukuman kebiri kimia yang dirumuskan dalam UU No. 17 Tahun 
2016 tersebut telah menunjukkan bahwa politik hukum pidana yang dianut oleh 
pemerintah tidak berdasarkan kajian dan alasan yang rasional, namun mendasarkan 
pada alasan-alasan yang emosional yaitu dikarenakan beberapa alasan-alasan yang 
melatarbelakanginya, yaitu pertama, dalam pertimbangan perppu ini, pemerintah 
menyatakan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual 
terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara 
komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera 
mengubah undang-undang perlindungan anak. Pertimbangan ini kurang lebih 
merupakan alasan yang sama ketika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Kedua, regulasi tersebut berada pada spectrum yang sama yaitu menitikberatkan pada 
pemberatan pidana, efek jera dan pencegahan komprehensif. 

Kedua, pemberatan pidana dalam perppu ini sangat emosional, namun tanpa 
perumusan hukum yang rasional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang ada. Pidana minimum khusus masih dipertahankan, kali ini minimal dapat 
mencapai 5 sampai 10 tahun penjara. Sedangkan pidana maksimal mencapai 15 sampai 
20 tahun dengan beberapa syarat. Selain itu, pemerintah juga memperberat 1/3 dari 
pidana tersebut dalam beberapa kondisi semisal pengulangan tindak pidana dan pidana 
dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya dan seharusnya melindungi anak. Tidak 
jelas apakah pemberatan hukuman bisa dilakukan dua kali atau hanya satu kali. 
Pemberatan ini bisa dipahami, namun yang menjadi persoalan ialah penyusun perppu 
tidak memperhatikan ketentuan KUHP, yaitu dalam Pasal 12 Ayat (4) KUHP 
disebutkan bahwa pidana penjara maksimal adalah 20 tahun penjara. Artinya, dalam 
hal pidana diancam dengan pidana 20 tahun penjara, pemberatan penjara mencapai 1/3 
tidak dapat lagi diberikan. Pidana minimal 10 tahun juga tidak rasional, alasannya 
pidana ini akan mengunci pengadilan untuk menjatuhkan pidana, tidak akan ada lagi 
pertimbangan tentang berat ringannya perbuatan pelaku dan imbasnya pidana yang 
dijatuhkan oleh pengadilan tidak lagi dilakukan secara proporsional. 

 
2. Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Berdasarkan Filosofi Bangsa 

Indonesia 
 

A. Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Berdasarkan Sila Ketuhanan Yang 
Maha Esa 

                                                             
4 Human Setkab go.id, Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang sering disebut 

Perppu Kebiri, http ://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-disebut-
perppu-kebiri/ diakses pada tanggal 01 April 2017. 
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Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan jiwa dari Pancasila sebagai prinsip 
yang berisi keharusan/tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat Tuhan. Menurut 
Wreksosuhardjo, hakikat Tuhan adalah Causa Prima, sebab yang pertama dari segala 
sesuatu, pengatur tata tertib alam, asal mula segala sesuatu, yang selama-lamanya ada, 
tidak pernah tidak ada, Maha Kuasa, Maha Sempurna dan Maha Baik, wajib dihormati 
dan ditaati.5 

Jelaslah bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan sebuah kerangka 
nilai tentang siapakah manusia, yakni manusia yang mengimani Kekuasaan Tuhan 
Yang Maha Esa. Melalui sila pertama, manusia Indonesia memiliki pegangan untuk 
merumuskan nilai tentang apa yang benar dan apa yang salah menurut pemahaman 
akal budi manusia terhadap Tuhannya. 

 
B. Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Berdasarkan Sila Kemanusiaan yang 

Adil dan Beradab 
Berdasarkan kajian sila pertama tersebut, tindakan kebiri kimia juga dikaji dari 

Sila kedua disebut sebagai kerangka normatif, karena berisi imperatif/keharusan asasi 
normatif untuk hidup atau bertindak adil dan beradab. Adab menunjukkan sikap 
rohaniah sebagai makhluk Tuhan yang mulia, sedangkan adil menunjukkan 
perikelakuan yang mencerminkan manusia yang beradab. Setiap manusia sebagai 
makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi budi dan karsa merdeka harus dihargai dan 
dihormati sesuai martabatnya. Semua manusia adalah sama derajatnya sebagai 
manusia.6 

 
3. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di 

Masa yang Akan Datang 
A. Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Hukum 

Positif yang Berlaku 
Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti 

pembunuhan, penganiayaan, maupun seksual, tetapi juga kekerasan non fisik, seperti 
kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Sebagai bentuk perlindungan 
anak-anak di Indonesia, maka pembuat undang-undang melalui perundang-undangan 
(hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 23 
Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak dan terakhir sebagaimana yang telah diubah melalui UU No. 17 
Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan 
Anak, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang 
berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. 
Bentuk perlindungan anak yang diberikan melalui ketentuan undang-undang 
perlindungan anak, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 

                                                             
5 Soekarno, Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno, (Yogyakarta : Media Presindo, 2006), hal. 

107. 
 
6 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan 

Implementasinya, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2003, hal. 107.  
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merupakan adopsi, kompilasi atau reformasi dari bentuk perlindungan anak yang 
sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 7 

 
B. Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Masa yang Akan 

Datang 
Berdasarkan dampak dari perbuatan pelaku tersebut, maka seyogyanya kebijakan 

hukum pidana di masa mendatang dalam hal formulasi ketentuan peraturan perundang-
undangannya ialah tidak dimuatnya ketentuan pidana yang bertentangan dengan hak 
asasi manusia, yang dalam hal ini ialah tidak dimuatnya sanksi kebiri kimia dalam 
ranah pidana tindakan. Apabila, sanksi kebiri kimia dilakukan, maka seyogyanya 
kebiri kimia dirumuskan dalam ranah pidana pokok. Dikarenakan pada hakikatnya 
antara pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana tindakan berpijak pada filosofi 
pemidanaan yang berbeda-beda. Dalam artian bahwa, harus adanya keseimbangan 
antara hak asasi antara pelaku dan yang menjadi korban. Korban yang dalam hal ini 
anak telah terengguh haknya oleh si pelaku dengan melakukan kekerasan seksual, 
maka hal ini menjadi kewajiban si pelaku untuk menjalani masa sanksi atau 
hukumannya sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. 

Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan formulatif dalam perumusan ketentuan 
perundang-undangan tentang perlindungan anak, seyogyanya mengefektifkan sanksi 
atau hukuman yang telah ada, yakni pidana pokok yaitu pidana mati dan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara maksimal yang sesuai dengan kadar dari perbuatan 
si pelaku tersebut. Selain itu, dibutuhkan juga ketegasan dalam hal aplikasinya yakni 
aparat penegak hukum yang menjalankan roda sistem peradilan pidana tegas dalam 
menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada pelaku sebagaimana sanksi pidana minimal 
dan maksimal yang telah termuat dalam ketentuan undang-undang tersebut yang sesuai 
dengan kondisi dari perbuatan pelaku. Dikarenakan semua aspek harus saling terjalin 
dengan baik atau dengan kata lain harus saling bekerja sama antara tahap fomulasi, 
tahap aplikasi dan tahap eksekusi dalam memproses suatu kejahatan atau tindak pidana 
yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. 

 
KESIMPULAN  
 

Ketentuan undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Perppu 
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak merupakan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami anak 
sebagai korban. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai sanksi 
atau hukuman kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang terdiri dari pidana 
pokok, pidana tambahan dan pidana tindakan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara 
dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yakni berupa pengumuman identitas 
pelaku, dan pidana tindakan yakni kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 
elektronik sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (7) 
1. Formulasi sanksi kebiri kimia dalam Pasal 81 Ayat (7) bila dikaji dari perspektif 

Filosofi Bangsa Indonesia, yakni dapat disimpulkan bahwa sanksi tindakan kebiri 

                                                             
7 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6999/6504, Kajian Hukum 

Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, diakses pada tanggal 01 Mei 2017.  
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kimia bertentangan dengan Pancasila, yang dalam hal ini terkhususnya Sila Pertama 
KeTuhanan yang Maha Esa dan Sila Kedua Kemanusiaan yang adil dan Beradab. 
Dalam bidang hukum pidana, nilai Ketuhanan seyogyanya menimbulkan prinsip-
prinsip yang memandang manusia sebagai makhluk ciptaanNya yang mempunyai 
kemuliaan dibandingkan dengan makhluk lain. Oleh karena itu, hukum pidana 
harus mengandung isi yang tidak bertentangan dengan kedudukan manusia sebagai 
makhluk yang mulia. Dengan demikian, sanksi yang diancamkan terhadap 
perbuatan yang dilarang harus mencerminkan penghormatan atas nilai-nilai 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Mengkaji Sila Kedua, yang dalam hal ini 
kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan perspektif hak asasi manusia. 
Prinsip ini mengakui dan menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan 
sebagai makhluk yang memiliki kesetaraan, namun manusia yang satu akan 
dilebihkan dari manusia yang lain berkaitan dengan ketakwaannya masing-masing 
dan penghargaannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. 

2. Kebijakan formulasi hukum pidana di masa mendatang, maka hendaknya 
pemberian hukuman atau penjatuhan hukuman tidak hanya sebuah hukuman atau 
sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya, melainkan juga 
harus diperhatikan kepentingan anak yang menjadi korban dengan memberikan 
sanksi “tindakan tata tertib” yang berupa : mendapatkan rehabilitasi kelainan 
seksual dan pidana tambahan dalam perppu no 1 tahun 2016 yakni pengumuman 
identitas pelaku, seyogyanya diletakkan dalam ranah pidana tindakan. 
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